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Keberadaan situ yang berjumlah 13 situ merupakan asset yang dimiliki oleh wilayah Tangerang Selatan. Oleh karena itu asset tersebut perlu dipelihara dan dikelola dengan semaksimal mungkin agar dapat memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota maupun masyarakat pada umumnya.

Namun sayangnya situ-situ yang ada tersebut belum optimal dalam penanganannya bahkan ada beberapa situ yang terancam hilang karena alih lahan dan alih fungsi oleh masyarakat. Untuk mengembalikan fungsi situ sebagai sumberdaya air dan sebagai potensi ekonomi masyarakat, perlu adanya kerjasama yang efektif antara Pemerintah dengan masyarakat. Saat ini kebijakan pengelolaan situ yang ada di daerah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga perlu ada peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan situ ini adalah dengan mengupayakan agar kebijakan pengelolaan situ tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah diikutsertakan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian situ karena pemerintah di daerahlah yang mengetahui kondisi faktual situ yang ada di wilayahnya.  

Strategi kebijakan yang dipilih, selain menurunkan kewenangan dari pusat ke daerah juga juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjaga dan mengoptimalisasikan fungsi situ. Peran serta mayarakat ini sangat penting mengingat masyarakat sendiri yang akan mendapatkan keuntungan langsung dari keberadaan situ-situ tersebut. 

Dengan strategi kebijakan yang tepat diharapkan tidak ada lagi situ-situ yang terlantar dan situ-situ akan kembali ke fungsinya semula sebagai wadah penampungan air, sumber air resapan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara ekonomi.

Beberapa hal yang difokuskan pada manajemen strategis adalah pengelolaan dalam menjaga kelestarian, potensi manfaat yang dapat diambil, partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan situ dan sinergi kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. 

    Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat
1.      Latar  Belakang
Kebutuhan lahan di kawasan  perkotaan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan  kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya. Peningkatan kebutuhan lahan tersebut merupakan implikasi dari semakin beragamnya fungsi di kawasan perkotaan  seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa serta industri yang disebabkan oleh keunggulannya dalam hal ketersediaan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas yang dimilikinya.

 Dinamika perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan ini menimbulkan persaingan antar pengguna lahan yang mengarah pada terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang semakin tinggi. Akibat yang ditimbulkan oleh  perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kota  ke daerah pinggiran kota (urban fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban sprawl) (Kustiwan dan Anugrahani, 2000; Giyarsih, 2001).

Pergeseran fungsi yang terjadi di kawasan pinggiran adalah lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan hutan, daerah resapan air dan pertanian, berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, industri dan kegiatan usaha non pertanian lainnya.
 
Fenomena perluasan lahan terbangun ini memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah penurunan jumlah dan mutu  lingkungan diantaranya penurunan mutu dari keberadaan sumberdaya alam  seperti, tanah, tata air dan keanekaragaman hayati.

Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi tata air (hidrologis) adalah terjadinya perubahan perilaku dan fungsi air permukaan.  Dalam keadaan ini terjadi pengurangan aliran dasar (base flow) dan pengisian air tanah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan tata air (Tim Kerja Manajemen Sungai Terpadu Ditjen Sumber Daya Air Kimpraswil, 2002). Disamping itu, juga berpengaruh terhadap air permukaan terutama terhadap keberadaan situ. Situ yang berfungsi sebagai penyedia air untuk irigasi pertanian, penampung air hujan, pengendali banjir, sumber ekonomi dan rekreasi telah mengalami tekanan  akibat kebutuhan lahan untuk aktivitas pembangunan sehingga mengalami penciutan dan bahkan hilang.

Areal situ yang mengalami konversi sangat terkait dengan perubahan wilayah ke arah perkotaan. Kebutuhan lahan yang semakin tinggi untuk kepentingan aktivitas perkotaan mendesak lahan yang diperuntukkan untuk kepentingan konservasi karena peruntukan suatu lahan lebih cenderung digunakan untuk suatu kegiatan pembangunan yang nilai ekonominya lebih tinggi. Kebijakan tersebut terkadang tidak mengikuti kaidah keseimbangan ekologis sehingga timbulnya degradasi lingkungan seperti banjir, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Kerusakan ekosistem situ juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Kondisi sebagian situ dan rawa yang ada di Kota Tangerang Selatan sudah mengalami proses pendangkalan akibat ulah manusia yang menjadikan situ dan rawa sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah, sehingga menimbulkan kekeringan dan pendangkalan. Bahkan ada sebagian warga yang sengaja menguruk lahan pinggiran situ dengan alasan penghijauan namun lambat laun akhirnya dijadikan permukiman seperti rumah tinggal, kontrakan, kios dan lain sebagainya.
1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kajian Pengelolaan Situ Berbasis Masyarakat  di Kota Tangerang Selatan ini adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor  26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Perkotaan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
1.2.      Definisi  Kerja 
1. Situ adalah suatu wadah atau genangan air di atas permukaan tanah yang  terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari air tanah  atau air permukaan sebagai siklus hidrologi yang potensial. (Anonimous, 1998). 

2. Kawasan situ adalah wilayah yang mencakup daerah tangkapan air bagi situ (catchment area).

3. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang yang digunakan untuk lahan bervegetasi meliputi lahan pertanian dan lahan yang bervegetasi lainnya berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air di dalam tanah.

4. Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke  waktu berikutnya atau berubahnya fungsi lahan suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto et al., 2001).
1.3.      Perumusan  Masalah
Dengan makin berkurangnya lahan yang dapat menyimpan ketersediaan air tanah dan air permukaan akan berpengaruh terhadap lahan penampung air terutama terjadinya pengurangan area tangkapan air (catchment area), sehingga berimplikasi terhadap penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan. Seperti pada kasus Situ Legoso dan Situ Kayu Antap, lahan penampung air yang berfungsi membantu  keseimbangan proses daur hidrologi yang dikenal sebagai situ banyak yang mengalami sedimentasi dan eutrofikasi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan. 
Kondisi ini menyebabkan situ yang menjadi daratan dialih fungsi menjadi penggunaan lain seperti lahan pemukiman. Selain itu, ada yang ditimbun (diurug) dan dipondasi untuk kepentingan pembangunan prasarana sehingga merusak keanekaragaman hayati ekosistem situ yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas dan hilangnya tempat penampungan air sebagai salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Hal ini sudah dilihat dan dirasakan pada penelitian sebelumnya. Selain itu juga masih kurangnya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengimplementasikan pengelolaan situ berbasis masyarakat yang sudah dan sedang dilaksanakan, kemudian dilakukannya evaluasi implementasis kebijakan yang sudah dugulirkan oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan disoroti dalam penelitian  ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan situ berbasis masyarakat di Kota Tangerang Selatan
2. Langkah – langkah apa yang semestinya dilakukan dalam upaya pemberdayaan situ berbasis masyarakat di Kota Tangerang Selatan
3. Bagaimana dinamika perubahan luas situ dan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di sekitar situ di Kota Tangerang Selatan.

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi luas situ-situ tersebut.

5. Sejauh mana pemahaman masyarakat sekitar situ terhadap eksistensi situ.
II. Tinjauan Pustaka

2.1 Kebijakan Publik dalam Pembangunan
Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Robert Eyestone). Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan  bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan . Lebih lanjut Anderson menyatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatai suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno: 2002).

Adapun tuntutan kebijakan (policy decision) adalah tuntutan pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu massalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masysarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.
Kebijakan publik adalah  kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Selain itu, Anderson juga mengatakan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan unit-unit di lingkungan pemerintah. Sedangkan B. Guy Peters mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas Pemerintah baik langsung atau melalui perantara yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara.  

William I. Jenkins berbeda  dengan Peters, menurut Jenkins, kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana  pencapaiannya dalam suatu situasi khusus di mana keputusan-keputusan itu seharusnya, secara prinsip berada dalam kekuasaan para aktor tersebut untuk pencapaiannya.  James E. Anderson hampir mirip dengan Peters, dia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.
  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik adalah setiap aktifitas yang terdapat dalam pemerintahan, yang bertujuan untuk  mencapai tujuan hidup bernegara dan  terwadahi dalam bentuk peraturan dan program. 
Berikut  karakteristik dari suatu kebijakan publik menurut James E. Anderson, yaitu antara lain:

a. Bertujuan (purposive). Jadi setiap kebijakan publik yang dibuat harus memiliki tujuan. Secara ideal tentunya bertujuan untuk kemaslahatan/kebaikan masyarakat secara umum, namun hal ini juga tergantung kepada interest dan capability   dari kelompok-kelompok (interest dan preasure Groups)  yang ada dalam masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan tersebut.
b. Mempunyai  pola  tindakan-tindakan (Courses or pattern of actions).

        Kebijakan-kebijakan publik yang dibuat memiliki pola atau bentuk dari tindakan-tindakan yang diambil.
c. Apa yang sesungguhnya yang dibuat/dikerjakan Pemerintah (What government actually do). Dengan adanya kebijakan publik, maka masyarakat akan mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah.
d. Baik positif maupun negative (Either positive or negative). Dengan adanya kebijakan –kebijakan publik, maka masyarakat akan mengetahui bahwa pemerintah yang dipilih telah melakukan suatu, meskipun baik atau buruk bagi masyarakat.
e. Berdasarkan pada hukum dan berkewenangan (Based on law and is authoritative). Apa yang putuskan harus berdasarkan kepada aturan atau hokum yang telah disepakati bersama dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki, sehingga dengan demikian, kebijakan publik tersebut akan sah dan legitimate.
Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dan tahap akhir (Penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan  agenda ).

2.2.  Sumberdaya  Air  Permukaan Situ
Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, kesehatan, dan eksistensi manusia serta bagi berkembangnya makhluk hidup lainnya. Menurut Asdak (2002) sumberdaya air mengalami siklus yang dikenal dengan siklus hidrologi. Akibat energi matahari terjadi proses evaporasi pada permukaan bumi yang menghasilkan uap air. Uap air ini akan mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Air hujan sebagian tertahan ditajuk tumbuhan dan sebagian lagi jatuh ke tanah.

Di permukaan tanah, hujan terbagi menjadi air aliran permukaan (run off), evaporasi dan infiltrasi. Sedangkan aliran permukaan dan air infitrasi akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran. Hutan mempunyai daya serap air hujan yang besar serta mencegah terjadinya aliran permukaan yang berlebihan. Sebagian besar dari aliran permukaan, air hujan langsung dan sebagian dari air mata air memasok air untuk danau, rawa, waduk, situ dan badan air lainnya seperti sungai. Sungai pada akhirnya bisa bermuara pada danau, waduk, situ, rawa, laut dan perairan lainnya.

Daerah perdesaan banyak memiliki lahan yang memiliki vegetasi yang rapat  bila dibandingkan dengan perkotaan. Kalau daerah pedesaan berubah menjadi daerah perkotaan maka akan terjadi perubahan lingkungan yang besar. Banyak  tempat-tempat yang mengalami perkerasan, seperti pembangunan perumahan, infrastruktur dan bangunan lainnya merubah struktur tanah terutama pada  permukaannya dan keadaan vegetasi semula. Dalam kondisi seperti ini laju infiltrasi air hujan masuk ke dalam tanah menjai rendah. Sebaliknya, air permukaan akan lebih banyak dibandingkan dengan air yang masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi (Sudarmadji, 1988). Menurut Kibler (1982) dalam Rogers (1998) akibat yang terjadi karena proses urbanisasi (urbanisasi) terhadap hidrologi adalah seperti tertera pada Tabel berikut
Tabel 2.1. Pengaruh urbanisasi terhadap proses hidrologis

	
	Pengaruh Urbanisasi
	Respon Hidrologis

	1
	Perubahan Vegetasi
	Penuruan Evapotranpirasi dan intersepsi dan peningkatan sedimentasi sungai

	2
	Kontruksi dasar perumahan dan infrastruktur
	Penurunan infiltrasi dan penurunan muka air tanah; penurunan aliran debit dan penurunan aliran dasar selama musim kemarau

	3
	Pengembangan pembangunan dan perdagangan
	Meningkatkan volume aliran permukaan

	4
	Kontruksi drainase dan saluran air
	Memicu luapan banjir di aliran sungai


Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan sumberdaya air adalah air  yang terperangkap di cekungan tanah yang dikenal sebagai situ. Pengertian situ sebenarnya belum ada kesepakatan oleh para ahli. Suryadiputra (1999) mendefinisikan situ adalah salah satu jenis lahan basah (umumnya berair tawar) dengan sistem perairannya tergenang. Situ dapat terbentuk baik secara alamiah (natural) karena kondisi topografi yang memungkinkan terperangkapnya sejumlah air ataupun buatan manusia (artificial) yang merupakan sumber air baku bagi berbagai kepentingan kehidupan manusia. Sumber air yang ditampung pada umumnya berasal dari air hujan, sungai atau saluran pembuang dan mata air. Sementara itu menurut Bappeda Tangerang (1987), situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk baik secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan, sebagai siklus hidrologi yang potensial dan berfungsi antara lain sebagai sumber air untuk keperluan irigasi, air baku, air minum, pengendalian banjir dan kegiatan lain.
         Menurut Aboejoeno (1999), situ merupakan salah satu sumberdaya air yang  mempunyai fungsi dan manfaat sangat penting bagi kehidupan dan lingkungannya, sehingga keberadaan situ-situ dalam suatu wilayah sangat potensial untuk menciptakan keseimbangan hidrologi dan keanekaragaman hayati serta potensial meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Alikodra (1999) menjelaskan beberapa fungsi penting situ yaitu :

1. Sebagai sumber air bagi kehidupan
Banyak situ-situ terutama di Jabotabek yang dimanfaatkan sebagai sumber air  oleh masyarakat. Masyarakat di sekitar situ umumnya memanfaatkan situ  untuk keperluan MCK dan sebagian lagi menggunakan situ sebagai  sumber air  minum. Selain itu, situ juga dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi maupun industri.

2. Pengaturan tata air dan pemasok air tanah
Dalam pengaturan tata air (fungsi hidrologi) situ merupakan tempat penampungan air, baik yang berasal dari hujan maupun sumber air mengalir  (sungai). Air yang tertampung di dalam suatu situ merupakan pemasok air ke  aquifer, air tanah atau situ lainnya yang letaknya lebih rendah. Dengan  demikian keberadaan situ sangat penting dalam mempertahankan air tanah dangkal yang merupakan sumber air bagi masyarakat sekitarnya.
3. Pengendali banjir
Pada waktu musim hujan situ-situ dapat menyimpan kelebihan air,  baik air yang berasal dari air hujan maupun dari sungai. Pada waktu musim hujan sungai akan kelebihan air dan meluap masuk ke dalam situ yang ada dan dalam  waktu tertentu air akan tersimpan. Dengan demikian situ-situ akan 
dapat mengurangi volume air pada waktu musim hujan sehingga mengurangi  terjadinya banjir  sekaligus mempertahankan persediaan air pada musim  kemarau. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Kota Tangerang Selatan diduga adanya  penimbunan situ/rawa sehingga kelebihan volume air hujan meluap ke daerah pemukiman.
4. Pengatur iklim makro
Proses evapotranspirasi yang terjadi di sebuah situ dapat menjaga kelembaban  di daerah sekitarnya. Selain itu, situ yang luas dan memiliki hutan/pepohonan  yang baik akan mampu menyimpan air hujan dan kelembaban dapat dipertahankan sepanjang waktu.

5. Pengendap lumpur dan pengikat zat pencemar
Adanya vegetasi yang tumbuh di situ-situ akan memperlambat aliran air. Hal  ini menyebabkan air akan tertahan lebih lama dan menyebabkan terjadinya  pengendapan lumpur-lumpur yang terbawa aliran air. Selain itu, adanya  vegetasi, melalui sistem perakarannya, dapat menyerap unsur hara dan mengikat polutan-polutan terutama limbah B3.

6. Habitat berbagai jenis flora/fauna
Adanya situ-situ dalam satu kesatuan ekosistem merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Berbagai jenis flora dan fauna kehidupannya sangat tergantung dengan adanya situ. Berbagai jenis burung dan tumbuhan tertentu  serta hewan-hewan air dapat hidup dan berkembang biak tergantung dari  keberadaan situ, sehingga situ turut membantu melestarikan keanekaragaman hayati.
7. Tempat rekreasi/wisata
Di wilayah Jabotabek banyak situ yang digunakan untuk memelihara ikan dan  taman pemancingan. Situ-situ yang cukup luas biasanya dikelola secara  komersial sebagai tempat rekreasi yaitu sebagai tempat olah raga air dan  taman perahu. Dengan demikian keberadaan situ secara ekonomi mampu menunjang pendapatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Budidaya perikanan
Banyak situ khususnya di wilayah Jabotabek yang dimanfaatkan oleh  masyarakat untuk budidaya ikan. Jenis ikan yang dibudidayakan umumnya adalah ikan mas, tawes, mujair dan nila dengan sistem keramba.

Danau-danau dangkal seperti situ dapat terjadi melalui proses geologi atau terbentuk dari perubahan-perubahan sungai, sebagian Juga sengaja dibuat manusia untuk tujuan tertentu seperti keperluan irigasi pertanian, pengendali banjir, resapan air tanah dan sebagainya. Danau-danau dangkal seperti situ memiliki bentuk morfometri yang bervariasi dan heterogen, mulai dari bentuk melingkar, segi empat seperti kolam. Keragaman morfometri perairan ini mungkin berhubungan dengan proses pembentukannya misalnya melalui pembendungan alur-alur sungai untuk mengatur keperluan irigasi pertanian, pembuatan resapan air tanah dan sebagainya. Keragaman morfometri danau-danau kecil ini menyebabkan besarnya variasi distribusi dan produktivitas tumbuhan air, mikrobiota yang menempel pada tumbuhan tersebut serta partikel-partikel detritus pada setiap danau.

Danau-danau kecil dan dangkal di daerah Banten dan Jawa Barat dikenal dengan nama Situ sedangkan di Jawa Timur dikenal dengan nama Ranu atau Telaga. Dalam bidang limnologi perairan situ tergolong dalam sistem perairan lentik dan dangkal. Perairan situ memiliki ukuran Iuas dan kedalaman yang sangat bervariasi yakni mulai dari kedalaman 1 sampai 10 m dan luas mulai dari 1 sampai 160 ha.

Menurut Suryadiputra (1999) bahwa terdapat kaitan antara eksistensi situ dengan perubahan penggunaan lahan yang berada di sekitar situ. Akibat percepatan pertumbuhan penduduk di Jabotabek menyebabkan ekosistem perairan (lahan basah) terganggu. Gangguan paling utama adalah semakin kecilnya luas situ (water body) akibat pendangkalan. Pendangkalan terjadi akibat proses sedimentasi yang cepat sehingga memperkecil luas situ yang ada.
2.3. 
Pengelolaan Situ Berbasis Masyarakat

Pengelolaan ekosistem situ dalam dekade terakhir sudah mengalami perubahan paradigma, yaitu perubahan dari sistem yang hanya berorientasi pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ke arah pendekatan yang bersifat kolaboratif dan partisipasif dari semua pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena sifat sumberdaya perairan darat, khususnya di ekosistem situ yang beragam dan bersifat multi-fungsi serta kegiatannya beragam, maka penggunaan pola pengelolaan konvensional dan bersifat “top-down” dalam pemanfaatannya sudah tidak realistik dan layak. 

Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebagai pengelolaan yang ’bottom-up’, terpadu, desentralistik dan partisipatif dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan sumberdaya melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat. Berbasis masyarakat berarti pengguna sumberdaya utama (masyarakat) menjadi pengelola sumberdaya mereka, sehingga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap sumberdaya mereka sendiri.

Pendekatan pengelolaan bersama (co-management) semakin sering digunakan untuk pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan bersama merupakan suatu pengaturan kemitraan dalam tanggung jawab dan kewenangan antara pelaku kunci atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu masyarakat lokal dan pemerintah. Selain itu berbagai LSM, proyek-proyek pengembangan atau badan-badan lain dapat berperan dalam pengelolaan. Bantuan teknis dan pendanaan dapat ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, ataupun melalui swadaya dan usaha masyarakat. Pengelolaan bersama menggunakan kemampuan dan minat masyarakat di tingkat lokal yang dikombinasikan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kebijakan serta perangkat hukum yang diperlukan atau bantuan lainnya. Hubungan ideal kemitraan tersebut tergantung pada kapasitas para pemangku kepentingan dan sifat alami sumberdaya danau yang dikelola.
Pengelolaan bersama mencakup spektrum penataan pengelolaan yang luas dengan berbagai tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah dan masyarakat lokal. Pengelolaan bersama yang bersifat konsultatif (consultative co-management) yaitu pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat tetapi keputusan ada di tangan pemerintah). Pengelolaan bersama yang kooperatif (cooperative co-management) yaitu pemerintah dan masyarakat lokal bekerjasama secara setara dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan bersama yang didelegasikan (delegated co-management) yaitu masyarakat lokal mempunyai kewenangan pengelolaan dan memberitahukan keputusannya kepada pemerintah.
III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam kajian ini adalah gabungan metode deskriptif dan metode evaluasi, dengan menerapkan action research. Metode gabungan ini dipilih dengan maksud dapat melihat, mengamati, dan merasakan bagaimana kondisi situ-situ yang ada di wilayah kota Tangerang Selatan, kemudian untuk memperkaya gambaran deskriptif tersebut dilakukan kajian secara evaluatif terhadap dampak sosial yang terjadi, serta sejauhmana upaya penanggulangannya. Gabungan metode deskriptif dan evaluatif tersebut, validitasnya tidak diragukan lagi setelah melakukan action research, tim peneliti dan pengkaji langsung turut serta bersama-sama unsur Pemerintah Kota Tangerang Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan Situ di Kota Tangerang Selatan.
3.2.        Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dan kajian kebijakan ini adalah pendekatan kualitatif, memilih pendekatan kualitatif karena diharapkan kajian kebijakan ini dapat dilakukan secara cermat dan mendalam. Pendekatan kualitatif juga cocok dikawinkan dengan metode gabungan, berupa metode deskriptif dan evaluatif yang menerapkan action research, karena pendekatan kualitatif secara langsung akan terlibat dalam melihat, mengamati, dan merasakan bagaimana kebijakan khususnya kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam mengelola Situ. Pendekatan kualitatif ini dipilih juga karena alasan menggunakan pendekatan studi kasus Situ yang ada di Kota Tangerang Selatan.
3.3.        Teknik  Pengumpulan  Data 
Teknik pengumpulan data ditempuh secara bertingkat dan berulang-ulang dengan mengandalkan :

1. Teknik  Observasi

       Tim peneliti dan pengkaji, secara langsung melakukan observasi di lokasi Situ di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pengamatan yang dilakukan berkisar terhadap perubahan pola hidup masyarakat yang ada di sekitar situ dan masyarakat sekitar yang jauh dari situ, perhatian berbagai pihak eksternal, terhadap berbagai aktivitas masyarakat masyarakat di sekitar situ, Kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap lingkungan sosial sebagai reaksi adanya  Situ di wilayah tersebut. 
2. Teknik  Wawancara

       Teknik wawancara dilakukan oleh tim pengkaji dan peneliti sebagai upaya menghimpun data, mengetahui dampak yang terjadi. Para informan yang diwawancarai terdiri dari para pihak terkait yang dianggap mampu memberikan keterangan dan data tersebut, sehingga para informan dipilih secara purposif. Informan yang diwawancarai tersebut adalah pengelola situ yang langsung memelihara situ tersebut, masyarakat yang ada di sekitar situ-situ, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab lingkungan sosial. Wawancara ini diarahkan kepada pengungkapan pendapat dan pandangan mereka mengenai: (a) Bagaimana pengelolaan situ-situ di Kota Tangerang Selatan, (b) Bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap situ-situ tersebut, (c) Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Situ di Kota Tangerang Selatan. 
3. Focus Group Discution (FGD)
FGD dilakukan untuk mendiskusikan kebijakan yang sudah, sedang, dan sebaiknya akan dilakukan, khususnya dalam mengetahui Pengelolaan situ dan monitoring dan evaluasi terhadap situ tersebut. FGD direncanakan dilakukan dalam kajian ini antara tim peneliti dan pengkaji dengan para pihak terkait, FGD pada level ini diharapkan menjaring berbagai situasi dan kondisi dampak lingkungan sosial situ, serta perkembangan yang tumbuh dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan monitoring dan evaluasi terhadap situ-situ tersebut. Selain itu FGD juga dilakukan dengan pengelola situ setempat, masyarakat setempat, dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan secara berulang, mulai dari persiapan penelitian, laporan perkembangan, dan hasil akhir penelitian dan kajian kebijakan selesai dilaksanakan, FGD pada level ini diharapkan agar penelitian dan kajian tidak menyimpang dari maksud semula, yaitu bermaksud untuk menemukan cara pengelolaan situ-situ Kota Tangerang Selatan dan upaya pemeliharaannya.

4. Telaah Dokumen dan Studi Pustaka
Teknik telaah dokumen dan studi pustaka, adalah menelaah dan mengkaji berbagai dokumen serta laporan terdahulu tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam dampak lingkungan sosial dan upaya penanggulangannya. Dokumen yang ditelaah dan dikaji dapat saja berupa hasil penelitian terdahulu atau mungkin saja hasil laporan pelaksanaan dan telaah staf masing-masing terhadap situasi kondisi dan perkembangan yang sedang berlangsung mengenai pengelolaan situ di Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan telaah dokumen dan studi pustaka ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sebenarnya secara cermat dan mendalam, sehingga temuan yang diperoleh diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang solutif, yang lebih baik dari sebelumnya, yang lebih tepat, lebih cepat dan lebih akurat dari kebijakan yang sudah diterapkan selama ini, dan pada akhirnya akan menemukan dampak apa yang terjadi terhadap situ di Kota Tangerang Selatan serta upaya apa yang perlu dilakukan dalam menanggulanginya. 
3.4. Pengolahan  dan  Analisis  Data 

Pengolahan dan analisis data digunakan dengan teknik-teknik yang lazim diterapkan dalam pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengolahan data dilakukan secara bertingkat dan berulang-ulang, sampai dirasakan data tersebut telah cukup diolah atau telah jenuh diolah kembali, kemudian dilakukan analisis isi (content analisys) dan analisis kebijakan (police analisys), terhadap dampak sosial yang terjadi. Pengolahan dan analisis data seperti ini, berakhir pada kesepakatan tim peneliti dan pengkaji kebijakan dalam menanggulangi  dampak yang terjadi terhadap pengelolaan situ tersebut, artinya jika masih terdapat perbedaan pendapat di antara tim pengkaji, akan dimusyawarahkan kembali sampai pada kesimpulan terdekat dari perbedaan tersebut, atau mungkin pula terjadi aklamasi dalam analisis setelah dilakukan diskusi sesama anggota tim peneliti dan pengkaji, sehingga kemudian siap dituangkan dalam laporan.
IV. PEMBAHASAN
4.1. Tumpang Tindih Kewenangan Pengelolaan Situ Antara Pusat dan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup. 

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

a. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

b. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.  Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitasi.

c. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.  Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

d. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

e. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.  Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan
Dengan pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan.  
Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi:

a. Regulasi Perda tentang Lingkungan.

b. Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

c. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan

d. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan  lingkungan hidup.

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan   stakeholders.

f. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.

g. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.    Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

h. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
       Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Perlunya perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. 

  Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.
   Selama ini daerah tidak mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan situ-situ yang ada di wilayahnya, karena kewenangan tersebut masih berada di Pusat di bawah kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait di Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa beberapa bulan terakhir sejak 2013 sampai dengan sekarang sudah dan sedang terjadi dialog, rapat dan musyawarah dalam berbagai kesempatan, menyangkut  pemberian sebagian kewenangan dari Pemerintrah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Situ/Danau di daerahnya masing-masing.
Kondisi sebagian situ dan rawa sudah mengalami proses pendangkalan akibat ulah manusia yang menjadikan Situ dan rawa sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah, sehingga menimbulkan kekeringan dan pendangkalan, lambat laun akhirnya menjadi lahan pertanian dan kemudian beralih menjadi permukiman.

Tragedi jebolnya Situ Gintung di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang banyak menelan korban jiwa dan harta merupakan peristiwa getir yang tidak boleh terulang lagi. Karena itu, pengelolaan situ-situ yang ada di daerah, khususnya Kota Tangerang Selatan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pengelolaan yang selama ini dikelola oleh pihak lain harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat, supaya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di sekitar situ-situ itu lebih jelas.  Jika pihak lain seperti swasta yang mengelola dengan baik, silahkan untuk diteruskan, jika tidak baik agar pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menatanya agar lebih baik.

Dengan melihat hal tersebut, maka diperlukan untuk mengkaji situ-situ yang lainnya yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dari situ-situ yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Karena tumpang tindihnya pengelolaan situ tersebut, akhirnya lingkungan hidup di sekitar situ tidak terjaga dan menjadi lahan basah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan ijin atau menjadikan lahan di sekitar situ itu sebagai lahan bisnis, Seperti di Situ Pamulang dan Situ Ciledug di Kelurahan, Pondok Benda, Pamulang.

Tepat di bibir Situ-situ itu, saat ini sudah dijadikan lahan pemukiman atau lahan bisnis yang proses izin pembangunannya tidak jelas. Padahal berdasarkan Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 dan Undang Undang Sumber Daya Alam, tentang rencana tata ruang Jabodetabekjur sudah jelas, pembangunan itu harus 50 meter dari garis sepadan situ (GSS). 

Adapun diantara  situ yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan itu diantaranya :

1. Situ Kayu Antap Kecamatan Ciputat Timur adanya pengurukan sudah tidak layak untuk dijadikan Situ, sering banjir hingga rumah penduduk disebabkan tidak adanya pintu air dan tidak ada pembuangan air. Secara kasat mata keberadaan situ ini sudah tidak jelas dan hampir mnjadi daratan
2. Situ Kuru/Legoso Kecamatan Ciputat Timur penyempitan, pendangkalan dan sangat kotor, serta sudah dijadikan lahan tinggal, sering terjadi banjir apabila hujan hingga ke rumah penduduk.

3. Situ Rawa Kutuk Kecamatan Serpong sudah tidak terlihat adanya air situ karena tertutup oleh tanaman air seluruh permukaannya diperkirakan kedalaman situ masih sekitar 2 – 3 meter, pintu air sudah tidak terlihat karena sudah rusak dan tertutup tumpukan sampah sering banjir.Disamping itu situ Rawa Kutuk ini sudah manjadi tempat pembuangan sampah liar.

4. Situ Bungur di Kecamatan Ciputat Timur karena sangat dekat dengan pemukiman akhirnya sering menjadi pembuangan limbah rumah tangga. 

5. Situ Parigi di Kecamatan Pondok Aren, selain terlihat banyak sampah juga menagalami penyempitan karena lahan digunakan sebagai pool taksi bluebird

6. Situ Ciledug di Kecamatan Pamulang, terlihat mnyempit karena terhimpit pemukiman Reni Jaya dan Yayasan Al-Azhar serta ada bangunan Pamulang Square yang berada di atas lahan situ.  

7. Situ Pamulang di Kecamatan Pamulang, terlihat menyempit karena terhimpit pemukiman dan banyak timbunan sampah di wilayah situ

8. Situ Rompong di Kecamatan Ciputat Timur terjadi penyempitan karena bangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

9. Situ Gintung di Kecamatan Ciputat Timur terjadi penyusutan debit air.
4.2.  Fakta Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Situ
Selama ini , selain pemerintah Kota Tangerang Selatan, ada pula kelompok-kelompok masyarakat yang juga turut berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola situ. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut antara lain
1. Masyarakat Pengelola Situ Gintung (MPSG)

2. ASA kelompok masyarakat pemerhati lingkungan 

3. OKP Ganespa, organisasi kepemudaan (Generasi Muda) Pengelola  Situ  Muara

4. Paguyuban Pengelola Situ Ciledug 7 Muara, lokasi markas Muara Kelima,

5. Koalisi Rakyat Pengelola Situ Parigi (Korpsp) Kecamatan Pondok Aren, 

6. Kelompok Masyarakat Pengelola Situ Bungur berdaya

7. Ranita, kelompok mahasiswa pecinta alam pengelola Situ Kuru/Legoso,
4.3. Usulan Kebijakan Masa Kini dan Masa Depan
Kebijakan pengelolaan situ ditetapkan dengan tujuan untuk: Perlindungan dan peningkatan fungsi situ, Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Pemulihan pencemaran dan kerusakan Situ Strategi dasar pengelolaan situ merupakan panduan untuk perumusan rencana kegiatan, bagi penanganan permasalahan situ.

Kesadaran masyarakat terhadap nilai dan fungsi situ, sekaligus meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan situ. Kegiatan-kegiatan pokok yang terkait dengan strategi ini antara lain:
 a.  Peningkatan koordinasi antar instansi 
 b. Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan 
 c. Sosialisasi
 d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya situ.

Rapat Koordinasi antara adanya kejelasan / batasan kewenangan Pemerintah Kota-Propinsi- pengelolaan situ antara pemerintah kota Pusat  dan propinsi, baik berupa pelimpahan kewenangan pengelolaan situ kewenangan atau pembagian kewenangan yang lain (siapa berbuat apa) . 

Program Penanganan Situ Terpadu Program ini dimaksudkan untuk menata seluruh usulan kegiatan agar pengelolaan situ dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Untuk itu, program Penanganan Situ Terpadu terdiri atas 3 tahapan, yaitu : a) Tahapan perencanaan; Tahapan ini terdiri atas rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menghasilkan berbagai “instrumen dasar pengelolaan situ” (precondition), sebagai acuan/masukan bagi rencana kegiatan pada tahapan pelaksanaan. Indikasi kegiatan pokok pada tahapan perencanaan ini, antara lain berupa : kajian penentuan status kondisi situ, penelitian luas dan kedalaman awal situ, identifikasi sumber pencemar/perusak situ, penentuan fungsi/status situ dan penyusunan kebijakan /peraturan pengelolaan situ. 
4.4. Implikasi Pemekaran Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Terhadap Pengelolaan Situ 

Setelah terjadi pemekaran dari kabupaten Tangerang menjadi kota tangerang selatan, terjadi  implikasi positip terhadap pengelolaan situ.  Selama ini semua situ yang ada ditangsel tidak terurus, pembiaran sampah berserakan dimana-mana, cenderung terjadi penyusutan karena penyerobotan lahan situ oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dijadikannya situ tersebut sebagai keramba liar tempat memelihara ikan, 

Hal tersebut semakin hari semakin mengkhawatirkan terhadap rusaknya kondisi fisik situ.  Setelah terjadi pemekaran, kota tangerang selatan berbenah SKPD terkait bersama dengan kecamatan dan kelurahan setempat mulai turun langsung menyelamatkan asset situ yang masih ada, mengelola kebersihan situ, menghijaukan bantaran situ, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan situ, serta mengadakan berbagai event dengan memanfaatkan rona lingkungan yang ada di kawana situ-situ tersebut.  Kenyataan ini dengan sendirinya menyelamatkan situ dari penyusutan serta mencegah kerusakan situ yang lebih parah.

Karena fakta peran serta SKPD terkait bersama kecamatan dan kelurana setempat telah membawa hasil yang signifikan dengan sendirinya masyarakat sekitar tergerak untuk berpartisipasi aktif ikut serta dengan cara bergotong royongmembersihkan sampah, kerja banjti menanam pohon, dan penyelenggaraan event-event tertentu dalam tema pelestarian lingkungan. 
Dengan demikian diharapkan implikasinya semakin baik, implikasi pemekaran Kota Tangsel dari Kabupaten Tangerang terhadap pengelolaan Situ yang ada akan semakin baik, karena pengelolaan Situ yang selama ini kurang diperhatikan, akan semakin diperhatikan, yang selama ini sampahnya tidak terangkut akan diangkut, yang selama ini rumputnya menjadi semak belukar akan dibersihkan, serta mendapatkan berbagai kesempatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan oleh masyarakat sekitar maupun oleh berbagai lembaga terkait dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, seperti BLHD, Dinas Binamarga dan SDA, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, termasuk Pemerintahan Wilayah meliputi Kecamatan dan Kelurahan di seluruh Wilayah Kota Tangerang Selatan,  masing-masing yang ada Situ dan Danau di Wilayahnya.

4.5.  Rekomendasi Pengelolaan Situ Berbasis Masyarakat 
BLHD sebagai SKPD yang mempunyai tupoksi mengelola dan melestarikan lingkungan, sudah mengusulkan baik dalam berbagai kesempatan rapat-rapat dengan jajaran Pemerintah Pusat, yang secara khusus diadakan untuk membahas pengelolaan Situ yang ada di Kota Tangsel, maupun dalam berbagai pertemuan  yang tidak khusus diadakan untuk hal tersebut. Adapun usulan BLHD kepada Pemerintah pusat tersebut secara konkrit dalam bentuk proposal teknis tentang pengelolaan situ berbasis masyarakat, dengan analisis data dan fakta berupa pentingnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, agar semua Situ yang ada dapat dikelola dengan baik jika telah memiliki kewenangan mengelolanya, usulan BLHD tersebut meliputi bagaimana merencanakan pengelolaan Situ, mulai dari perencanaan pemeliharaan dan perawatan serta perencanaan rehabilitasi dan perbaikan, kemudian siapa pengelolanya, kalau dari masyarakat siapa unsur masyarakat tersebut, apakah kelompok masyarakat bentukan sendiri, atau kelompok masyarakat bentukan pemerintah setempat, apakah sudah memiliki badan hukum atau belum, atau hanya terbentuk sementara untuk kepentingan sesaat saja, selanjutnya bagaimana action plan dan tindakan merawat dan memelihara situ, apakah dituangkan dalam program jangka pendek, program jangka menengah atau program jangka panjang, serta akhirnya bagaimana mengawasi pengelolaannya, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana APBD yang dikeluarkan untuk memelihara situ-situ yang ada tersebut.
Penelitian ini merekomendasikan kebijakan agar pengelolaan situ dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah mengkoordinasikan dengan kelompok masyarakat dan organisasi LSM yang ada di sekitar situ tersebut untuk bersama-sama mengelola dan merawat situ tersebut.  Model pengelolaannya dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama kolektif kolegial, artinya semua SKPD terkait seperti Dinas kebersihan yang membersihkan sampah yang ada di sekitar situ, Dinas PU binamarga dan sumberdaya air merawat turap dan kondisi fisik situ, BLHD selain menghijaukan bantaran situ juga menghimpun dan menginvertarisir kekuatan masyarakat pengelola situ.  Kolektif kolegial dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepda SKPD terkait tentang masalah yang ada melalui posko pengelola situ, oleh karena itu diperluakan sekeretariat posko pengelola situ, yang organissinya dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Pembentukan posko pengelola situ sebaiknya diusulkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh BLHD, sebagai lembaga koordinasi pengelola lingkungan di pemerintah kota Tangerang Selatan.  Contoh sukses yang sudah berhasil dilakukan badan ini adalah OKP GANESPA (organisasi Kepemudaan Ganespa) peneglola situ 7 muara; kedua paguyuban masyarakat pengelola situ 7 muara atau muara ke lima; koalisi rakyat pengelola situ parigi, kelompok masyarakat pengelola situ bungur; kelima MPSG masyarakat pengelola situ gintung; pokmas ASSA asosiasi sosial yang bergerak di bidang lingkungan;  ranita uin pokmas pencinta alam pengelola situ legoso; himpunan lingkungan pengelola situ lingkungan pamulang (situ sasak tinggi).

Konsep pemberdayaan kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan menghimpun kekuatan organisasi masyarakat setempat yang selama ini secara sukarela telah mengabdi bagi kelestarian lingkungan khususnya pengelolaan situ.  Kelompok masyarakat tersebut dirangsang untuk berperan serta aktif dengan pembelian fasilitas pengelolaan situ, dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang pentingnya kebersihan dan kelestarian situ , serta pemberian insentif untuk kerja bakti dan gotong royong merawat situ.  Kelompok masyarakat pengelola situ tersebut pada dasarnya merasa senang dan sukarela melakukan pengelolaan situ karena hal tersebut bermanfaat kepada kehidupan dirinya dan masyarakat hal ini menjadi konsep simbioasis mutualisme.  

Beberapa contoh pemberdayaan masyarakat yang sudah membentuk sebuah organisasi masyarakat yang memperhatikan pada kelestarian lingkungan khususnya situ yaitu :

1. Paguyuban Setu Ciledug Tujuh Muara.

    Dimana organisasi ini mempunya visi dalam penyelamatan dan perwatana lingkungan alam sekitar setu untuk area peresapan air sebagai cadangan sumber air tanah.  Sedangkan misinya yaitu
 a. Misi sosial, yang berupaya memberdayakan masyarakat secara profesional untuk meningkatkan taraf hidup secara umum dan mencapai kesejahteraan, religi serta berwawasan lingkungan; 
b. Misi Seni-Budaya, mendorong dan mengalang partisipasi masyarakat akan kepedulian terhadap adat istiadat yang berakar kepada keragaman budaya setempat untuk dilestarikan dan dikembangkan jangka panjang dan sekaligus menjadi kontributor budaya tradisonal bagi kekayaan khasanah budaya bangsa; 
c. Misi Ekonomi, merupakan misi yang mendukung terwujudnya kedua misi di atas dengan mendorong upaya peningkatan nilai tambah sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan ciri khas tersendiri.

2. Orgnanisasi Kepemudaan GANESPA.

Lahir dari keinginan dan tekad para generasi muda untuk dapat menggali dan menyalurkan potensi bakat dan minat dalam suatu wadah yang bisa menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas.  Visi misinya adalah mempererat tali persaudaraan antar pemuda/i khususnya di wilayah Tangerang Selatan; menyalurkan serta mengembangkan bakat dan minat para pemuda/i; ikut berperan aktif dalam kegiatan mayarakat dan lingkungan hidup.
4.6.  Rekomendasi pembiayaan

Pembiayaan terhadap model pengelolaan situ berbasis masyarakata ini dapat ditempuh dengan mekanisme APBN yang didukung dengan APBD setempat.

1). Pembiayaan dari APBN, dapat dilakukan untuk perawatan fisik lingkungan situ karena sesuai ketentuan perundang-undangan situ tersebut masih menjadi aset pemerintah pusat.  Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan PAGU dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi yang dapat diluncurkan daari kementrian PU dan kementerian Lingkungan Hidup.

2). Pembiayaan APBD, dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme desentralisasi terhadap terhadap peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam UU keuangan daerah bahwa daerah diperbolehkan membiayai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan.

3). Mekanisme pendanaan sumber lain dan tidak mengikat. Hal ini dapat ditempuh dengan bantuan para donatur, pihak swasta, dan para pihak yang peduli terhadap lingkungan situ di kota Tangerang Selatan

4.7. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Situ
       Pemberdayaan masyarakat sekitar situ sangat penting dilakukan  dengan menekankan pada program-program yang diusung oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintahan setempat. Dari 7 paguyuban yang diteliti, didapatkan fakta bahwa paguyuban-paguyuban tersebut aktif dalam pemeliharaan situ agar bersih, terjaga dan terhindar dari penggunaan lahan secara illegal. Namun keberadaan paguyuban-paguyuban situ ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah setempat agar program-program yang dijalankan sinergi dengan apa yang menjadi program pemerintah dan ada kemitraan yang sinergis sehingga program penjagaan kelestarian situ dapat dijalankan dengan baik tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
1.  Pengelolaan situ berbasis masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang dapata dilakukan di seluruh republik indonesia, model pengelolaanm situ berbasis masyarakat di kota tangerang selatan dapat dijadikan acuan sebagai upaya penyelamatan aset negara, melestarikan lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.  Masyarakat merasakan manfaat terhadap situ yang dikelola dengan baik pertama kenyaman, kebersihan, peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pembiayaan terhadap pengelolaan situ berbasis masyarakat dapat di tempuh dengan mekanisme pembiayaan APBN, APBD dan sumberdana dari para donatur yang sah dan tidak mengikat.
5.2. SARAN

SKPD terkait di daerah diaharapkan dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing yang khusus dalam pengelolaan situ berbasis masyarakat dengan leading sektor peningkatan partisipasi masyarakat dipercayakan kepada BLHD, dan pemeliharan sarana dan prasarana situ bina marga serta perawatan kebersihannya kepada dinas kebersihan.
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